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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung di Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018”. Pada tahun 2018 

LPMP Provinsi Sumatera Selatan terjadi penurunan realisasi penggunaan anggaran belanja 

langsung dibanding tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 87,05% dari total anggaran 

yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui efektivitas 

pelaksanaan anggaran belanja langsung di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas 

pelaksanaan anggaran belanja langsung di LPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 

dapat dikatakan efektif, akan tetapi tidak semua komponen mencapai target yang 

ditetapkan karena adanya beberapa hambatan-hambatan. Saran yang direkomendasikan 

dalam penelian ini adalah perlu adanya evaluasi serta komitmen dari pegawai LPMP 

Sumatera Selatan agar kedepan dapat melakukan perbaikan dalam kinerjanya, memberikan 

bantuan masukan atau saran kepada beberapa sekolah di daerah yang terkendala masalah 

teknis seperti penggunaan perangkat teknologi yang masih terbatas, dan melakukan 

pengawasan dan koordinasi yang lebih ketat agar pelaksanaan program dan kegiatan yang 

telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. 

 

Kata kunci : Efektivitas, Pelaksanaan Anggaran, Anggaran Belanja Langsung,  

           LPMP Provinsi Sumatera Selatan 
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ABSTRACT 

This research is entitled "The Effectiveness of the Implementation of Direct Expenditures 

in the Education Quality Assurance Institute of South Sumatra Province in 2018". In 2018 

the LPMP of South Sumatra Province saw a decrease in the realization of the use of the 

direct expenditure budget compared to the previous year with a realization of 87.05% of 

the total stipulated budget. This study aims to determine the effectiveness of direct 

expenditure budget implementation at the Education Quality Assurance Agency of South 

Sumatra Province in 2018. This research uses descriptive qualitative methods, data 

sources are primary data and secondary data, data collection techniques through 

interviews, observation and documentation. The results showed that the effectiveness of 

the implementation of the direct expenditure budget in the LPMP of South Sumatra 

Province in 2018 can be said to be effective, but not all components have achieved the 

target set due to several obstacles. Suggestions recommended in this research are that 

there is a need for evaluation and commitment from LPMP South Sumatra employees so 

that in the future they can make improvements in their performance, provide input or 

advice to several schools in areas that are plagued by technical problems such as limited 

use of technological devices, and carry out tighter supervision and coordination so that 

the implementation of planned programs and activities can be carried out properly.  

Keywords : Effectiveness, Budget Implementation, Direct Expenditure Budget,  

  LPMP South Sumatra Province 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tata kelola pemerintahan yang baik atau dapat disebut good governance 

merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan 

pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu 

konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi 

penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Dalam mendukung terciptanya good 

governance yang saat ini secara masif sedang dilakukan oleh pemerintah. Dimana konsep 

tersebut akan diberlakukan pada semua bidang baik pada instansi pusat atau daerah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pemerintahan yang ada diharuskan 

untuk mengikuti konsep good governance sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang – Undang tersebut menjadi dasar 

hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan didalam upaya mewujudkan kepemerintahan 

yang baik (good governance) untuk mencegah tindakan – tindakan yang merugikan negara, 

seperti tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Munculnya pemberlakuan konsep tersebut 

mendorong munculnya isu – isu utama masalah sektor publik yang lain, misalnya tuntutan 

dilakukannya reformasi sektor publik yang diorientasikan pada pembentukan organisasi 

sektor publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, responsive, bertanggung jawab 

dan memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. 

Kunci utama untuk mewujudkan konsep good governance adalah dengan 

mengimplementasikan prinsip – prinsipnya, diantaranya adanya partisipasi masyarakat, 

tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder/dunia usaha, berorientasi 

pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. 

Prinsip – prinsip tersebut harus dapat dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan sehingga 



2 

 

 

perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terlaksana. Dalam penelitian ini 

peneliti akan memfokuskan pada salah satu prinsip, yaitu efektivitas. Sesuai dengan 

konsep good governance menurut Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

keuangan negara bab 1 pasal 3 yang berbunyi keuangan negara dikelola secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Selain dalam 

konsep good governance elemen efektivitas menjadi elemen dalam penilaian kinerja 

organisasi sektor publik dengan menggunakan metode value for money.  

Efektivitas erat kaitannya dengan tingkat pencapaian hasil dari suatu program atau 

kegiatan dengan target yang ditetapkan, apabila program atau kegiatan tersebut berhasil 

mencapai target atau melebihinya hal itu dapat dikatakan efektif. Mardiasmo (2009: 132) 

menjelaskan bahwa pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian 

tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran 

dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas hanya melihat apakah suatu 

program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Senada dengan itu, 

Mahsun (2006) mengemukakan bahwa efektivitas artinya hubungan antara keluaran 

(output) dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu kegiatan operasional 

dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir 

kebijakan. 

Selama ini prinsip efektivitas pada kinerja pemerintah dirasakan masih terlalu 

lemah, jika dilihat dari fakta di lapangan bahwa pada umumnya unit kerja atau lembaga 

pemerintah belum menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien khususnya 

dalam hal penggunaan anggaran. Masih ditemukan adanya penyerapan anggaran yang 

tidak optimal, pemborosan anggaran dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan 

perencanaan adalah fenomena umum yang terjadi di lembaga pemerintah. Seperti halnya
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artikel yang memuat adanya potensi kebocoran anggaran oleh www.menpan.go.id 

(14/02/2019) : 

 “Keberhasilan pemerintah dalam mengidentifikasi pos pengeluaran dalam anggaran  

APBN/APBD yang berpotensi kurang berdaya ungkit kemanfaatannya sesuai 

prioritasnya sebesar Rp 392 triliun. Demikian dijelaskan Deputi Bidang Reformasi 

Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (PANRB), M. Yusuf 

Ateh, Kamis (14/02), meluruskan pernyataan mengenai adanya kebocoran anggaran 

25 persen di Pemerintahan Jokowi-JK, khususnya pencegahan inefisiensi dan 

inefektivitas anggaran senilai Rp 392 triliun.” 

Kegagalan pemerintah dalam hal pemanfaatan anggaran yang dalam hal ini adanya 

potensi kebocoran anggaran sebesar 25% yang dikatakan oleh M. Yusuf Ateh tentunya 

akan menghambat kinerja pemerintah yang kemudian juga berdampak pada pelayanan 

publik yang tidak optimal. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi 

target, berarti telah terjadi infesiensi dan inefektivitas dalam pengalokasian anggaran. 

Permasalahan tersebut menjadi hambatan yang saat ini masih menghantui proses 

penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sesuai 

dengan konsep good governance. 

Alokasi anggaran memegang peran penting dalam suatu organisasi pemerintahan 

dimana anggaran menjadi alat penggerak jalannya suatu organisasi pemerintahan.  

Mardiasmo (2009: 61) menjelaskan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam 

ukuran finansial, sedangkan pengganggaran adalah proses atau metode untuk 

mempersiapkan suatu anggaran. Oleh sebab itu, adanya efektivitas dalam salah satu siklus 

anggaran yaitu pelaksanaan anggaran menjadi hal yang sangat penting karena terkait 

kepada berhasil tidaknya tujuan tercapai yang menyangkut pada jalannya suatu organisasi. 

 Lembaga Pemerintah sendiri merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk 

mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya 

untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, 

https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pencegahan-inefisiensi-dan-inefektivitas-anggaran-rp-392-triliun-bukan-kebocoran
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pemerintah mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk 

menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan 

datang. Lembaga pemerintah diberi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih banyak 

ditemui masalah - masalah seperti inefisiensi dan inefektivitas serta pelaksanaan program 

dan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.  

 Seperti yang telah disinggung sebelumnya adanya masalah inefisiensi dan 

inefektivitas anggaran yang ada pada lembaga pemerintahan, salah satu penyebabnya 

adalah lemahnya manajemen perencanaan anggaran yang akan mempengaruhi tingkat 

efektivitas unit-unit kerja di lembaga pemerintah. Rencana anggaran yang baik diperlukan 

untuk dapat menjabarkan perencanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan sebagai 

pedoman kerja secara sistematis. Selain itu anggaran juga berfungsi untuk mengetahui 

segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan penting untuk meningkatkan 

tanggung jawab dari masing-masing pengelola anggaran.  

 Anggaran sendiri sebagai masukkan (input) dalam kegiatan pemerintahan tentunya 

terdapat keluaran (output) yang diharapkan yakni dalam bentuk fisik maupun jasa melalui 

program atau kegiatan yang dilakukan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila 

proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Indikator 

efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak hasil (outcome) dari keluaran 

(output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang 

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif 

proses kerja suatu unit organisasi.  

 Anggaran menjadi hal yang penting dalam suatu lembaga dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya. Penyusunan laporan anggaran yang baik akan menjadi salah satu 

faktor penentu keberhasilan jalannya lembaga pemerintah. Laporan anggaran tersebut 
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mencakup pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan oleh Lembaga pemerintahan. 

Untuk itu setiap lembaga pemerintahan menyusun dokumen yang akan menjadi pedoman 

dalam penggunaan anggaran. Laporan tersebut ialah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan 

sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatannya. 

Penyusunan DIPA berlandaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 50 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran belanja dalam rangka mendukung 

percepatan dan modernisasi pelaksanaan anggaran secara lebih profesional, terbuka, 

efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan 

keuangan negara yang baik sehingga tugas dan fungsi lembaga pemerintah dapat berjalan 

dengan baik pula. 

 Lembaga pemerintah saat ini dituntut untuk dapat selalu menerapkan prinsip 

efektivitas dalam melakukan kinerja khususnya dalam hal pelaksanaan anggaran. Untuk 

mendukung hal tersebut terjadi diperlukan dukungan dan kerjasama yang baik antar 

lembaga ataupun badan-badan pemerintahan yang saling terkait. Keberadaan Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan, selanjutnya LPMP sebagai salah satu lembaga pemerintah 

yang berada dibawah kewenangan Kemendikbud untuk mendorong terciptanya ekosistem 

pendidikan yang baik di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan, bahwa LPMP Sumatera Selatan sebagai salah satu unit 

pelaksana teknis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.  

 Berdasarkan wilayah kerjanya, LPMP  merupakan salah satu Lembaga yang 

memiliki peranan penting terhadap Pendidikan di Indonesia. Karena berada di bawah 
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naungan Kemendikbud maka LPMP Sumatera Selatan mendapatkan anggaran dalam hal 

membiayai kegiatan operasionalnya. Reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh 

pemerintah tidak terkecuali dalam penggunaan anggaran, LPMP Sumatera Selatan di tuntut 

untuk memaksimalkan penggunaan anggaran agar dapat direalisasikan dengan baik serta 

efektif sesuai dengan tugas dan fungsi sehingga tujuan dan sasaran LPMP Sumatera 

Selatan dapat tercapai. 

 Penelitian ini akan menggunakan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja LPMP Sumatera Selatan pada tahun 2018. Komponen-komponen dalam laporan 

tersebut baik program, kegiatan, dan output yang dapat di jadikan bahan untuk menghitung 

efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung. Standar Akuntansi Pemerintahan 

(2010: 70) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.  

Tabel 1 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Lembaga Penjaminan Mutu 

         Pendidikan Sumatera Selatan Tahun  2015 – 2018 

Tahun Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 

Terserap 

Persentase 

(%) 

2015 12.234.947.000 9.938.802.563 81.23 

2016 49.916.657.000 45.556.941.990 91.26 

2017 77.784.625.000 74.141.968.821 95.32 

2018 44.490.619.000 38.730.944.683 87.05 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran LPMP Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2018  

Berdasarkan data hasil olahan dari Laporan Realisasi Anggaran LPMP Sumatera 

Selatan Tahun anggaran 2015-2018 yang penulis tuangkan dalam bentuk tabel 1 diatas 

menunjukkan adanya fluktuasi dalam tingkat penyerapan anggaran belanja langsung di 

LPMP Sumatera Selatan. Secara umum pelaksanaan anggaran belanja langsung dapat 

dilaksanakan dengan baik seperti pada tahun 2016 dan 2017, akan tetapi pada tahun 2018 
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yang bertepatan dengan tahun yang peneliti pilih, terjadi penurunan tingkat penyerapan 

anggaran dalam pelaksanaannya.  

Besaran anggaran belanja langsung pada tahun 2015 di LPMP Sumatera Selatan 

sebesar 12.234.947.000 dan realisasinya sebesar Rp. 9.938.802.563. Tingkat penyerapan 

anggaran hanya sebesar 81.23% terkecil diantara 4 tahun terakhir. Selanjutnya, pada tahun 

anggaran 2016 terdapat peningkatan anggaran yang sangat signifikan dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 49.916.657.000 dan realisasinya 

sebesar Rp. 45.556.941.990. Tingkat penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 

2016 juga terjadi peningkatan dengan persentase mencapai 91.26%. 

Pelaksanaan anggaran belanja langsung tahun 2017 sudah semakin baik dari tahun 

– tahun sebelumnya karena dalam penyerapan pelaksanaan anggaran mencapai 95.32% 

walaupun diikuti dengan peningkatan anggaran, yaitu sebesar Rp. 77.784.625.000 dan 

realisasinya sebesar Rp. 74.141.968.821. Namun, pada tahun 2018 pelaksanaan anggaran 

belanja langsung menujukkan adanya penurunan dalam hal penyerapan anggaran. Hal 

tersebut bertolak belakang dengan pelaksanaan anggaran pada dua tahun terakhir yang 

menujukkan adanya peningkatan. Tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2018 sebesar 

87.05%. Total anggaran belanja langsung tahun 2018 sebesar Rp. 44.490.619.000 dan 

realisasinya sebesar Rp. 38.730.944.683.  

Terjadinya penurunan dalam hal penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 

2018 terjadi karena masih terdapat beberapa program atau kegiatan yang belum 

dilaksanakan dengan optimal yang membuat realisasi penggunaan anggaran pada beberapa 

komponen menjadi tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adanya 

penurunan tingkat penyerapan pelaksanaan anggaran belanja langsung tersebut 

membuktikan adanya permasalahan yang menghambat proses pelaksanaannya. Mengingat 

penggunaan anggaran dalam sebuah institusi menjadi hal vital dalam pelaksanaan tugas 
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dan fungsinya. Hal tersebut akan berakibat pada berkurangnya manfaat belanja pada 

institusi yang dapat berakibat pada pelayanan publik tidak optimal. Karena anggaran yang 

telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti terjadi dana 

yang “menganggur” karena kegiatan yang telah direncanakan tidak berjalan. Hal tersebut 

dapat berdampak kepada jalannya pelaksanaan kinerja pada organisasi sektor publik yang 

dalam hal ini LPMP menjadi kurang optimal. 

Tabel 2 Anggaran yang Tidak Terealisasi Tahun 2018 

Nama Kegiatan Pagu Realisasi 

Audiensi dan Identifikasi Program 
Kemitraan Tahun 2018 

32.250.000 0 

Monitoring dan Evaluasi 84.800.000 0 

Layanan Pelaksanaan Pemantauan dan 

Evaluasi 
73.508.000 0 

Reviu Standar Pelayanan LPMP 109.306.000 0 

Reviu Renstra  65.386.000 0 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran LPMP Sumatera Selatan Tahun 2018 

 Melihat dari uraian permasalahan yang ada, memotivasi penulis untuk dapat 

meneliti lebih dalam perihal masalah efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung 

yang masih menemui  beberapa hambatan. Sehingga kedepan diharapkan pelaksanaan 

anggaran dapat diimplementasikan dengan lebih baik lagi sesuai dengan prinsip efektivitas 

dalam konsep good governance. Berdasarkan hal – hal tersebut,  maka akan diteliti lebih 

lanjut dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung di Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan Tahun 2018.” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalahnya dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran 

belanja langsung di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2018 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk 

mengetahui efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung di Lembaga Penjaminan 

Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkkan dapat menambah wawasan, sumbangan pemikiran, 

dan menjadi bahan kajian untuk suatu kasus dalam pengetahuan Ilmu Administrasi Publik 

khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung dan sebagai bahan 

referensi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lanjutan pada bidang 

yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

efektifitas pelaksanaan anggaran belanja langsung di LPMP Provinsi Sumatera Selatan. 

Sedangkan bagi LPMP Provinsi Sumatera Selatan diharapakan hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi mengenai efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung di 

LPMP Provinsi Sumatera Selatan, serta memberikan gambaran dan masukan positif agar 

kedepannya dalam pelaksanaan anggaran dapat lebih efektif dan terealisasi sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan. 
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